
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Mengingat akibat dari pemeriksaan yang telah selesai, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode penelitian. Hal tersebut dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi masih berfokus pada industri pengolahan/hirilisasi 

produk dan masih belum bisa menangani permasalahan seperti 

pertambangan, infrastruktur, perkebunan, minyak dan gas bumi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Belanja daerah tidak 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode penelitian. Hal tersebut dikarenakan 

dari faktor kesehatan, transportasi dan yang berkaitan dengan layanan 

publik yang masih belum memadai. 

3. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Tingkat Kemiskinan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur selama periode penelitian. 
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5.2 Saran 

 

Pertumbuhan ekonomi sebaiknya harus ditingkatkan kejenjang yang lebih baik 

lagi, dan perluasan pembangunan ekonomi berasal dari variabel-variabel yang sedang 

berkembang di mana faktor-faktor penciptaan tidak dapat dipisahkan dari sifat SDM 

dan kemajuan manusia yang dibawa oleh tingkat pendidikan yang telah ditempuh 

oleh penduduk Kalimantan Timur. Dengan demikian DPRD Kaltim sebagai produsen 

strategi dan pemerintah provinsi sebagai pelaksana dapat menetapkan pilihan-pilihan 

yang ideal dalam mengupayakan peningkatan  manusia sebagai modal aset teritorial 

agar SDM Kaltim tidak terbengkalai. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh dari dua variabel yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi dan 

Belanja Daerah. Untuk kedepannya saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya 

agar memberikan variabel yang lain selain variabel Pertumbuhan Ekonomi dan 

Belanja Daerah. 

 


